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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

(PBG): STUDI PADA HUNIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

 

JIHAN AGHNIYA 

 

 

Sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, IMB di-

gantikan dengan PBG yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2021, mengalihkan sistem perizinan bangunan menjadi berbasis elektronik melalui 

SIMBG guna memastikan setiap bangunan memenuhi standar teknis dan kes-

esuaian tata ruang. Implementasi PBG di Kota Bandar Lampung masih menghadapi 

tantangan, terutama pada aspek pemahaman masyarakat dan kapasitas pelaksana, 

sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PBG pada 

hunian di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wa-

wancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

pilar organisasi, struktur kelembagaan telah disusun melalui SK dan SPT, keterbata-

san SDM pada Tim Sekretariat SIMBG yang terkadang menghambat kelancaran 

pelayanan. Pada pilar interpretasi, aparatur telah memahami dan menjalankan ke-

bijakan sesuai regulasi, pemahaman masyarakat terkait prosedur dan kewajiban 

memiliki PBG sebelum membangun rumah tinggal masih belum merata. Pada pilar 

penerapan, prosedur pelayanan telah berjalan secara sistematis di tingkat aparatur, 

sosialisasi digital yang dilakukan pemerintah masih bersifat pasif sehingga penyeb-

aran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta gangguan 

teknis sistem SIMBG masih menjadi kendala yang tidak dapat ditangani secara 

mandiri oleh pemerintah daerah. Faktor pendukung berupa kejelasan regulasi, 

komitmen aparatur, dan pemanfaatan sistem SIMBG sebagai instrumen pelayanan 

terintegrasi, serta faktor penghambat berupa keterbatasan SDM pada Tim Sekretar-

iat SIMBG, gangguan teknis sistem SIMBG, dan sosialisasi yang belum merata. 

 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung, PBG, 

SIMBG, Charles O. Jones.



 
 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF PBG POLICY: A STUDY ON RESIDENTIAL 

BUILDINGS IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By 

 

 

JIHAN AGHNIYA 

 

 

Since the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the IMB has been 

replaced by the PBG regulated under Government Regulation Number 16 of 2021, 

shifting the building permit system to an electronic-based platform through SIMBG 

to ensure every building meets technical standards and spatial planning require-

ments. The implementation of PBG in Bandar Lampung City still faces challenges, 

particularly regarding public understanding and implementor capacity, thus this 

study aims to analyze the implementation of the PBG policy for residential buildings 

in Bandar Lampung City and to identify its supporting and inhibiting factors. A 

descriptive qualitative method was employed through interviews, observations, and 

documentation. The findings reveal that in the organization pillar, the institutional 

structure has been established through SK and SPT, yet limited human resources 

within the SIMBG Secretariat Team occasionally hinder service efficiency. In the 

interpretation pillar, officials have understood and implemented the policy in ac-

cordance with regulations, while public understanding regarding procedures and 

the obligation to obtain PBG prior to construction remains uneven. In the applica-

tion pillar, service procedures have run systematically at the official level, digital 

socialization conducted by the government remains passive so that information dis-

semination has not reached all segments of society, and technical disruptions to the 

SIMBG system remain a challenge beyond the regional government's independent 

control. Supporting factors comprise regulatory clarity, official commitment, and 

the utilization of SIMBG as an integrated service instrument, while inhibiting fac-

tors comprise limited human resources within the SIMBG Secretariat Team, tech-

nical disruptions to the SIMBG system, and uneven socialization. 

 

Keywords: Policy Implementation, Building Approval, PBG, SIMBG,  

Charles O. Jones.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan kawasan perkotaan saat ini ditandai dengan semakin meluasnya area 

terbangun, yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan perkotaan. 

Lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai infrastruktur, 

seperti jaringan jalan, fasilitas olahraga, sistem sanitasi, penyediaan air bersih, 

hingga hunian layak bagi masyarakat. Rencana tata ruang wilayah memegang 

peranan penting sebagai acuan dalam pengelolaan ruang kota agar pemanfaatannya 

berjalan lebih efektif. Pengaturan tata ruang di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang mengamanatkan se-

tiap daerah untuk menyusun rencana tata ruang. Penyusunan rencana ini dimak-

sudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang sehingga pelaksanaannya dapat 

berlangsung tertib, seimbang, menyeluruh, serta mampu mewujudkan keselarasan 

antara kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan 

aspek keberlanjutan (Rifansyah, 2025). 

 

Rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang meli-

batkan berbagai pihak dengan mengatur distribusi pemanfaatan ruang di suatu wila-

yah. Dokumen ini dapat berbentuk kebijakan yang tidak secara spesifik menetapkan 

posisi, ukuran, maupun ciri tertentu yang wajib dipatuhi masyarakat sebagai 

pengguna ruang (Sasongko, 2023). Praktiknya, perencanaan tata ruang juga dapat 

mencakup dua aspek sekaligus, yakni penentuan lokasi ruang dan pengaturan 

prosedur perizinan yang perlu dipenuhi. Salah satu contohnya adalah IMB yang  

menjadi persyaratan masyarakat ketika ingin memanfaatkan ruang melalui pem-

bangunan. Izin tersebut wajib dimiliki oleh pemilik bangunan baik untuk pem-

bangunan baru, renovasi, perluasan, pengurangan maupun pemeliharaan, dengan  

ketentuan  administratif  dan  teknis  sebagai  dasar  pemberiannya. Tujuan 
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penerapan aturan ini adalah untuk mengefektifkan pengelolaan ruang sekaligus 

memperkuat mekanisme pengawasan pembangunan di suatu wilayah (Salsabila 

dkk., 2025). Kawasan perkotaan masih sering ditemui masyarakat yang mendirikan 

bangunan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga memicu konflik, ka-

rena pelaku pembangunan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau ke-

lompok (Rifansyah, 2025). 

 

Tahun 2021 menjadi titik balik dalam kebijakan ketika Pemerintah Pusat mengubah 

frasa IMB menjadi PBG. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, IMB secara resmi digantikan 

dengan PBG sebagai bentuk reformasi sistem perizinan dan penyederhanaan regu-

lasi. Perubahan ini dilakukan dengan menghapus ketentuan lama mengenai IMB 

dan menerapkannya melalui peraturan baru. Landasan hukum yang digunakan ada-

lah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai regulasi 

pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung (Pratama dan Lewiandy, 2024). PP Nomor 16 Tahun 

2021 menjelaskan bahwa PBG merupakan izin yang diberikan kepada pemilik 

bangunan untuk melakukan pembangunan baru, renovasi, pengurangan, maupun 

pemeliharaan dengan kewajiban mengikuti standar teknis yang berlaku. Perbedaan 

utama antara IMB dan PBG menurut Anggraini (2023) dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengajuan izin pada IMB harus dilakukan sebelum proyek konstruksi dimulai, 

sedangkan pada PBG tidak diperlukan izin di tahap awal pembangunan, melain-

kan hanya membutuhkan laporan terkait kelayakan fungsi bangunan. 

2. Prosedur administrasi dalam IMB cenderung lebih rumit dan memakan waktu, 

sementara PBG menawarkan mekanisme yang lebih sederhana dan efisien ka-

rena memanfaatkan teknologi dalam proses perizinan. 

3. IMB tidak mengatur mengenai ketentuan pembongkaran bangunan, berbeda 

dengan PBG yang telah memuat aturan tersebut sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 71 hingga Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. 

4. Pemilik bangunan pada IMB diwajibkan melaporkan fungsi bangunannya, se-

dangkan pada PBG persyaratan dibuat lebih fleksibel dengan memberikan pili-

han fungsi campuran, misalnya untuk hunian sekaligus kegiatan usaha. 
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Mendirikan bangunan tanpa izin PBG di Indonesia dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan serius. Bangunan yang tidak memiliki izin tersebut dianggap tidak 

sah dan berpotensi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan PP Nomor 

16 Tahun 2021 Pasal 45 Ayat 1, regulasi tersebut menetapkan bahwa bangunan yang 

berdiri tanpa PBG akan dikenakan sanksi setelah melalui tahapan peringatan, mulai 

dari peringatan tertulis, penghentian sementara atau permanen kegiatan pem-

bangunan, penyegelan, hingga pembongkaran. Tujuan utama penerapan PBG ada-

lah memastikan setiap desain bangunan selaras dengan rencana tata ruang yang ber-

laku, termasuk ketentuan mengenai GSB, GSS, aspek penataan ruang lainnya, serta 

koefisien dasar bangunan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan ter-

penuhinya standar keselamatan bagi penghuni bangunan tersebut (Anwar, 2024). 

Penerapan ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan ke-

bijakan PBG agar setiap pembangunan hunian tetap sesuai dengan arah kebijakan 

perizinan yang tertib dan aman. 

 

Pelaksanaan PBG di Provinsi Lampung dilakukan secara bertahap pada sejumlah 

kabupaten dan kota melalui penggunaan SIMBG yang terhubung langsung dengan 

pemerintah pusat. Pemerintah menetapkan PBG sesuai dengan kewenangan yang 

dimilikinya dan menerbitkannya dalam jangka waktu maksimal 28 hari kerja, me-

nyesuaikan dengan fungsi serta kategori bangunan. Proses selama periode tersebut 

meliputi beberapa tahapan, sebagaimana terlampir dalam gambar 1 

 
Gambar 1. SOP Pengurusan PBG 

Sumber: Panduan Penggunaan SIMBG, 2025 
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Gambar 1 mengilustrasikan proses pengurusan PBG telah memiliki SOP yang ber-

laku bagi setiap pemohon, terdiri atas empat tahapan utama, yaitu pengajuan, 

penilaian rencana teknis, perhitungan retribusi, serta penerbitan dokumen PBG. 

Proses penerbitan PBG untuk fungsi hunian berlangsung lebih cepat dengan esti-

masi waktu sekitar 14 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ke-

bijakan PBG pada fungsi hunian telah diatur secara sistematis untuk mendukung 

tertib perizinan bangunan. 

 

Pemerintah menetapkan PBG sebagai langkah penyederhanaan proses perizinan 

sekaligus sebagai bentuk pengawasan agar pembangunan tidak melanggar ke-

tentuan yang berlaku. Masyarakat masih banyak yang belum mengurus PBG mes-

kipun izin tersebut menjadi persyaratan wajib dalam mendirikan bangunan. Pema-

haman yang rendah terhadap aturan teknis dan prosedur administrasi menjadi salah 

satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, disertai dengan kurang opti-

malnya kegiatan sosialisasi dari instansi terkait (Suryani, 2023). Upaya peningkatan 

pemahaman masyarakat telah dilakukan melalui media digital, tetapi kegiatan so-

sialisasi tersebut masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Fenomena yang serupa terjadi di Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu 

wilayah aktif dalam penerapan kebijakan PBG, namun masih menghadapi ren-

dahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya kegiatan sosialisasi terkait perizinan 

bangunan. 
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Gambar 2. Sosialisasi PBG melalui Instagram @perkimbalam (30 Maret 

2022)  

Sumber: Instagram Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung 

(@perkimbalam), diakses pada 7 Oktober 2025 

 

Gambar 2 menyiratkan bentuk sosialisasi digital yang dilakukan oleh Dinas Pe-

rumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung melalui akun Instagram resmi 

@perkimbalam pada 30 Maret 2022 dengan judul “IMB Diganti PBG, Apa Be-

danya?”. Unggahan tersebut berisi penjelasan mengenai perbedaan antara IMB dan 

PBG sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. IMB dijelaskan 

sebagai izin yang diperoleh sebelum mendirikan bangunan, sedangkan PBG 
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merupakan bentuk perizinan yang mengatur tata cara pendirian, perubahan, atau 

perawatan bangunan sesuai standar teknis. Konten ini juga mencantumkan sanksi 

administratif bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi ketentuan PBG seperti 

peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, pembekuan, pencabutan 

izin, hingga perintah pembongkaran bangunan. Tampilan visual dirancang dengan 

warna gelap dan teks putih yang memberikan kesan profesional disertai logo in-

stansi serta kontak layanan yang memperkuat kredibilitas sumber informasi. Sosial-

isasi digital tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperkenal-

kan kebijakan PBG kepada masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum berke-

lanjutan sehingga penyebaran informasi dan tingkat kesadaran masyarakat masih 

terbatas. 

 

 

Gambar 3. Grafik Bangunan Hunian yang Memiliki PBG di Kota Bandar 

Lampung 

Sumber: DPMPTSP Kota Bandar Lampung, diolah oleh peneliti, 2025 

 

Gambar 3 menyajikan data dari DPMPTSP Kota Bandar Lampung mengenai 

jumlah bangunan fungsi hunian yang memperoleh PBG. Pada tahun 2022 tercatat 

sebanyak 994 unit (31,19%), kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.172 

unit (36,79%), dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 1.020 unit (32,02%). 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jumlah permohonan dan penerbitan PBG 

mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pen-

erbitan izin bangunan belum menunjukkan pola yang stabil karena dipengaruhi oleh 

tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan sebelum melakukan pem-

bangunan. Hal ini disebabkan DPMPTSP tidak menetapkan target capaian tahunan 

dalam penerbitan PBG karena berperan sebagai penyelenggara pelayanan perizi-

nan, sehingga jumlah izin yang diterbitkan bergantung pada inisiatif masyarakat 
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dalam mengajukan permohonan (Hasil wawancara dengan Bapak Rully Novardian 

H, S.T., M.M., Fungsional Penata Ahli Muda Penata Perizinan Tata Ruang dan 

Bangunan DPMPTSP Kota Bandar Lampung, 28 Januari 2026). 

 

Temuan data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andre 

selaku masyarakat, beliau menyampaikan bahwa dirinya belum pernah melihat 

secara langsung prosedur kerja PBG serta tidak mengetahui tahapan yang harus dil-

akukan dalam proses pengajuan izin tersebut. Informasi yang diperoleh hanya be-

rasal dari orang lain dan sebatas mengetahui bahwa pengajuan saat ini dilakukan 

secara daring (Hasil wawancara pada 3 Februari 2026). Pernyataan tersebut menun-

jukkan bahwa belum seluruh masyarakat memahami prosedur pelayanan PBG yang 

telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan 

yang telah disusun oleh pemerintah dengan tingkat pemahaman masyarakat ter-

hadap mekanisme pelayanan perizinan bangunan. Rendahnya pemahaman terhadap 

prosedur tersebut dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin 

ketika melakukan pembangunan rumah. 

 

 

Gambar 4. Grafik Jumlah Bangunan Fungsi Hunian yang Memiliki PBG per 

Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 

Sumber: DPMPTSP Kota Bandar Lampung, diolah oleh peneliti, 2025 

 

Gambar 4 menunjukkan adanya ketimpangan persebaran kepemilikan PBG fungsi 

hunian di Kota Bandar Lampung, dimana Kecamatan Kemiling memiliki jumlah 

tertinggi sebanyak 140 unit, sedangkan Kecamatan Panjang hanya 1 unit. Perbe-

daan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus 
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perizinan bangunan belum merata di setiap wilayah. Sosialisasi PBG sebenarnya 

telah dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kanal seperti media sosial 

instagram, website, YouTube, serta pelayanan langsung di loket, sehingga informasi 

terkait PBG dan kebijakan terbaru telah tersedia bagi masyarakat (Hasil wawancara 

dengan Bapak Ario Disstefano Renato, Fungsional Penata Ahli Muda Perumahan 

dan Tata Bangunan DISPERKIM Kota Bandar Lampung, 27 Januari 2026). Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Kemiling memiliki kesadaran yang 

lebih tinggi terhadap pentingnya perizinan bangunan, sementara di Kecamatan Pan-

jang masih tergolong rendah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya 

pengawasan pembangunan rumah tinggal, sehingga masih terdapat masyarakat 

yang belum mengurus izin bangunan secara resmi 

 

Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kesesuaian kegiatan pem-

bangunan dengan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 

ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, yang menegaskan bahwa setiap 

kegiatan pembangunan harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan 

fungsi kawasan permukiman. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 2 ayat 

(2) dan Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 

Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, perlu memuat program 

bangunan serta ketentuan pengendalian pembangunan agar pemanfaatan ruang di 

tingkat lingkungan berjalan selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Rendahnya 

capaian PBG di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

tersebut belum berjalan secara merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

penyusunan RTBL sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang belum dilakukan 

secara komprehensif, disertai dengan masih terbatasnya pengawasan serta sosial-

isasi terkait kewajiban perizinan bangunan kepada masyarakat. Penguatan 

pengawasan pembangunan serta peningkatan sosialisasi mengenai kewajiban pen-

gurusan PBG di tingkat kecamatan menjadi langkah penting untuk meningkatkan 

kepatuhan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan. 
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Gambar 5. Bangunan di Atas Aliran Sungai di Kota Bandar Lampung 

Sumber: Nurkhomariyah (2025), diakses pada 11 September 2025 

 

Gambar 5 memperlihatkan temuan dari media Nurkhomariyah (2025) tentang pen-

ertiban 26 bangunan di atas aliran sungai dan drainase oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan fungsi 

kawasan lindung. Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang RTRW Tahun 2021-2041, khususnya Pasal 60 huruf a ayat (3) bahwa 

pendirian hunian di wilayah sempadan sungai tidak diperbolehkan karena berpo-

tensi menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi aliran air. Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

28/PRT/M/2015 mengatur ketentuan teknis GSS, yaitu minimal tiga meter dari tepi 

luar kaki tanggul di kawasan perkotaan, yang dalam revisi RTRW diperluas menjadi 

lima meter. Berdasarkan perspektif matriks ITBX (In-Table Building Exchange), 

pendirian bangunan di sempadan sungai dikategorikan sebagai tidak diizinkan (X) 

karena tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Masih ditemukannya bangunan di 

lokasi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi aturan GSS, 

sehingga penertiban menjadi wujud penerapan kebijakan PBG untuk mengembali-

kan fungsi ruang sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. 

 

Kurangnya optimalisasi pelaksanaan PBG berdampak tidak hanya pada ketidakter-

tiban tata ruang, tetapi juga pada rendahnya kontribusi retribusi bangunan terhadap 

PAD. Retribusi PBG sendiri merupakan salah satu sumber PAD yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Mengenai Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap kegiatan pembangunan mewajibkan pemilik 
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bangunan untuk membayar retribusi sesuai dengan luas dan fungsi bangunan se-

bagai bentuk kepatuhan administrasi. Besaran tarif retribusi PBG di Kota Bandar 

Lampung sangat bergantung pada luas dan kriteria bangunan. Gambaran umumnya, 

untuk fungsi hunian dikenakan kisaran sekitar Rp10.000/m², dengan perhitungan 

lebih lanjut ditentukan oleh sistem dan faktor perkalian lainnya.  

 

Masih ditemukannya bangunan hunian yang berdiri tanpa PBG, baik di kawasan 

permukiman maupun di sepanjang bantaran sungai, mencerminkan adanya tan-

tangan dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang penataan ruang dan perizinan 

bangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan 

pemerintah dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini berfokus untuk 

menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan PBG dijalankan oleh 

pemerintah Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang me-

mengaruhi pelaksanaannya berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. 

Jones yang menitikberatkan pada aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. 

Fokus kajian diarahkan untuk memahami proses penerapan kebijakan tersebut me-

lalui penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Ge-

dung (PBG): Studi pada Hunian di Kota Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Mengacu pada latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada 

bangunan fungsi hunian di Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksa-

naan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada bangunan fungsi hu-

nian di Kota Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan rumusan masalah maka dapat ditarik tujuan penelitian, yaitu: 

1. Menganalisis implementasi kebijakan PBG pada bangunan fungsi hunian di 

Kota Bandar Lampung melalui tiga pilar teori Charles O. Jones, yaitu organisasi, 

interpretasi, dan penerapan, guna mengetahui sejauh mana kapasitas lembaga 

pelaksana, pemahaman kebijakan, serta pelaksanaan prosedural di lapangan ber-

jalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan sebagai penghambat maupun 

pendukung dalam implementasi kebijakan PBG pada bangunan fungsi hunian di 

Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berangkat dari uraian penelitian yang telah dijelaskan, manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Teoritis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan 

publik. Kajian ini memperkuat penerapan teori implementasi kebijakan menurut 

Charles O. Jones yang menitikberatkan pada tiga pilar utama, yaitu organisasi, in-

terpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

akademik bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti pelaksanaan kebijakan publik 

di sektor perizinan bangunan serta memperkaya literatur mengenai penerapan ke-

bijakan berbasis pelayanan publik di tingkat daerah. 

 
2. Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, 

khususnya DPMPTSP serta Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai instansi 

pelaksana kebijakan PBG. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi empiris 

mengenai bagaimana kebijakan PBG pada hunian dilaksanakan dalam praktik, ter-

masuk mekanisme pelayanan, pembagian peran antarinstansi, serta dinamika yang 

terjadi di lapangan. Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat 
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implementasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat koordinasi 

dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga di-

harapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pema-

haman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban kepemilikan PBG. Penelitian 

ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis kebijakan 

publik secara sistematis dan berbasis data lapangan.



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Menurut Randi (2018) dalam Zulham (2020) penelitian terdahulu menjadi sumber 

acuan bagi peneliti untuk dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Keberadaan penelitian sebelumnya berperan penting sebagai referensi dalam 

pelaksanaan penelitian karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan 

pemahaman teori yang digunakan. Kajian terdahulu juga dapat menjadi sumber ide 

yang mendukung proses penelitian. Manfaat lainnya adalah membantu peneliti da-

lam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Berikut disajikan penelitian ter-

dahulu: 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti, Ta-

hun dan Judul  
Temuan Penelitian Relevansi Kebaharuan 

1. Muhammad Juti. 

(2021). Implemen-

tasi Kebijakan 

Penerbitan Izin 

Mendirikan 

Bangunan di Ka-

bupaten Donggala  
 

Penyelenggaraan izin 

belum optimal karena 

keterbatasan tenaga 

ahli, lemahnya 

pengawasan, fasilitas 

terbatas 

Berperan se-

bagai pem-

banding untuk 

melihat peru-

bahan penera-

pan kebijakan 

dari IMB ke 

PBG. 

Menelaah pe-

rubahan IMB 

ke PBG 

dengan model 

Jones, serta 

lebih berfokus 

pada fungsi 

hunian. 

2. Fahrizal. (2023). 

Implementasi Ke-

bijakan Perda 

Kota Bandar Lam-

pung No.7 Tahun 

2014 tentang 

Bangunan Gedung 

di Kecamatan 

Labuhan Ratu 

Pelayanan izin 

bangunan cukup baik, 

namun ada kendala 

pada sosialisasi 

minim, rendahnya 

kesadaran warga, 

proses perizinan ru-

mit. 

Menjadi pem-

banding 

perkembangan 

pelaksanaan 

kebijakan 

pasca peru-

bahan dari 

IMB ke PBG. 

Menilai tran-

sisi IMB ke 

PBG dengan 

menyoroti 

kepatuhan 

masyarakat 

dan fokus pada 

fungsi hunian. 
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No 
Nama Peneliti, 

Tahun dan Judul 
Temuan Penelitian Relevansi Kebaharuan 

3. Ela Andini dan 

Evi Zubaidah.  

(2025). Imple-

mentasi 

Persetujuan 

Bangunan Ge-

dung (PBG) 

pada Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan Pe-

nataan Ruang 
 

Pelaksanaan PBG 

belum berjalan op-

timal karena SDM 

terbatas, petunjuk 

teknis kurang dipa-

hami, kinerja pega-

wai belum maksi-

mal.. 

Acuan un-

tuk pem-

banding 

penerapan 

PBG antar-

wilayah. 

Mengulas birokrasi 

dan kesiapan 

SIMBG, sedangkan 

penelitian ini fokus 

pada PBG fungsi 

hunian. 

4. Mira Susanti 

dan Roni Ekha 

Putera. (2023). 

Implementasi 

Persetujuan 

Bangunan dan 

Gedung (PBG) 

Berbasis Web 

(SIMBG) di 

Kecamatan Am-

pek Angkek 
 

Penerapan PBG 

berbasis SIMBG 

belum efektif aki-

bat Infrastruktur 

lemah, tenaga ahli 

kurang, perda retri-

busi belum ada. 

Dapat 

digunakan 

sebagai per-

bandingan 

implemen-

tasi ke-

bijakan 

PBG di 

konteks 

berbeda. 

Menekankan digi-

talisasi SIMBG dan 

kesiapan daerah, 

sedangkan 

penelitian ini fokus 

pada PBG fungsi 

hunian. 

5. Ratih Dita 

Rohalia dan Nur 

Laila Meilani. 

(2023). Imple-

mentasi Ke-

bijakan 

Persetujuan 

Bangunan Ge-

dung (PBG) di 

Kota 

Bukittinggi 
 

Program PBG be-

lum optimal karena 

SDM belum kom-

peten, koordinasi 

antar lembaga ku-

rang, strategi 

pelaksana belum 

efektif. 

Sebagai 

pemband-

ing imple-

mentasi 

PBG di 

daerah ber-

beda. 

Menyoroti tanah 

adat dan dualisme 

regulasi, sedangkan 

penelitian ini fokus 

pada hunian dan 

tata ruang. 

6. Sinjai Shalma 

Husnila Putri 

dan Nora Eka 

Putri (2024). 

Implementasi 

Kebijakan Pera-

turan 

Pemerintah No-

mor 16 Tahun 

2021 Terhadap 

Persetujuan 

Implementasi PBG 

sudah berjalan, na-

mun masih terken-

dala SDM, komu-

nikasi, dan faktor 

sosial-ekonomi. 

Pemband-

ing imple-

mentasi 

PBG pasca 

perubahan 

dari IMB di 

tingkat dae-

rah. 

Mengkaji imple-

mentasi PBG ber-

dasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2021 

dengan fokus pada 

kawasan strategis 

(ruas jalan bypass), 

serta menyoroti 

faktor implementasi 

menggunakan 
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No 
Nama Peneliti, 

Tahun dan Judul 
Temuan Penelitian Relevansi Kebaharuan 

Bangunan Ge-

dung di Sekitar 

Ruas Jalan By-

pass Kecamatan 

Lubuk Be-

galung Kota Pa-

dang. 
 

model Van Meter 

dan Van Horn 

secara lebih kom-

prehensif pada ting-

kat daerah. 

7. I Kadek Andrea 

Putra, Ida Ba-

gus Gede In-

dramanik, Ni 

Kadek Astari-

ani, I Gede Oka 

Wiradnyana 

(2025). 

Identifikasi 

Faktor 

Keterlambatan 

PBG dan SLF 

Melalui SIMBG 

di Kota 

Denpasar. 

Keterlambatan 

PBG dan SLF 

disebabkan oleh 

faktor teknologi, 

keterbatasan SDM, 

waktu penyelesaian 

yang tidak pasti, 

sarana prasarana, 

serta kompleksitas 

kebijakan, dengan 

faktor dominan 

adalah error pada 

sistem SIMBG. 

Sebagai 

pemband-

ing terkait 

kendala im-

plementasi 

PBG ber-

basis sistem 

digital 

(SIMBG). 

Mengidentifikasi 

faktor keterlam-

batan PBG dan SLF 

dengan fokus pada 

sistem SIMBG. 

Sumber: Data diolah peneliti, 2025 

 

Hasil kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa pelaksa-

naan kebijakan perizinan bangunan, baik pada masa penerapan IMB maupun 

setelah diberlakukannya PBG, pada umumnya masih menghadapi berbagai tan-

tangan. Beragam studi menunjukkan bahwa proses implementasi di berbagai daerah 

belum optimal karena terbatasnya SDM, lemahnya koordinasi antarinstansi, min-

imnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan 

baru. Kendati demikian, temuan-temuan tersebut memberikan gambaran penting 

mengenai dinamika perubahan kebijakan dari IMB ke PBG, sekaligus menunjuk-

kan upaya tiap daerah dalam menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi lokal 

dan kapasitas pemerintah daerah masing-masing. 

 

Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan studi-studi sebelumnya karena 

sama-sama membahas implementasi kebijakan perizinan bangunan, namun 

menghadirkan sejumlah pembaruan. Unsur kebaruan tersebut terletak pada fokus 

kajian terhadap penerapan kebijakan PBG setelah diberlakukannya Peraturan 
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Pemerintah No.16 Tahun 2021, penggunaan model implementasi Charles O. Jones 

sebagai landasan analisis, serta penambahan indikator terukur untuk mengidentifi-

kasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga mem-

perluas bahasan dengan menyoroti tingkat kepatuhan masyarakat dan penerapan 

layanan digital berbasis SIMBG dalam hal tata ruang dan regulasi daerah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh 

mengenai pelaksanaan kebijakan PBG di Kota Bandar Lampung serta menjadi ma-

sukan bagi peningkatan kualitas pelayanan perizinan bangunan ke depannya. 

 

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik adalah sebuah konsep yang sangat penting, yang sering dianalisis 

oleh para akademisi dan pelaku di lapangan karena berperan sebagai pedoman da-

lam pelaksanaan pemerintahan serta alat untuk menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat. Menurut United Nation mendefinisikan kebijakan publik sebagai pe-

doman bertindak yang memberikan arah pada suatu tindakan, baik dalam bentuk 

program maupun rencana yang terkait dengan aktivitas tertentu. Carl Friedrich 

menjelaskan kebijakan publik sebagai rangkaian langkah yang diajukan oleh indi-

vidu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang menghadirkan tan-

tangan sekaligus peluang untuk dijalankan demi mencapai tujuan tertentu. Thomas 

R. Dye menyatakan kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah, baik untuk melaksanakan suatu tindakan maupun memilih untuk tidak 

melakukan tindakan tertentu (Tresiana dan Duadji, 2017). Kebijakan publik juga 

mencerminkan nilai, kepentingan, dan orientasi politik yang melatarbelakangi 

proses pengambilan keputusan di pemerintahan. 

 

Selanjutnya Chandler dan Plano menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan 

pemanfaatan sumber daya secara strategis untuk menyelesaikan masalah publik. 

Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan formal, tetapi juga se-

bagai bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk 

melindungi dan memberdayakan kelompok masyarakat, khususnya yang kurang 

beruntung, agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan (Kadji, 2015). Pandangan 
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ini menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi praktis yang berorien-

tasi pada penyelesaian masalah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kebijakan publik menurut Wilson sebagai langkah, tujuan, dan pernyataan 

pemerintah mengenai persoalan tertentu. Kebijakan ini mencakup tindakan yang 

dilakukan, yang sedang berjalan, atau yang tidak dijalankan, termasuk penjelasan 

mengenai hal-hal yang sudah atau belum dilakukan pemerintah. Pressman dan Wil-

davsky menjelaskan kebijakan publik sebagai sebuah hipotesis yang berisi kondisi 

awal dan dampak yang diperkirakan muncul. Pemahaman ini membedakan ke-

bijakan publik dari kebijakan privat. Nugroho menambahkan bahwa kebijakan pub-

lik memiliki dua ciri penting. Pertama, kebijakan publik mudah dipahami karena 

berhubungan dengan upaya mencapai tujuan nasional. Kedua, kebijakan publik mu-

dah diukur karena ada tolok ukur yang jelas, yaitu sejauh mana cita-cita atau tujuan 

berhasil dicapai (Meautia, 2017). 

 

Pandangan yang dikemukakan oleh James E. Anderson, kebijakan publik adalah 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dan memiliki beberapa 

ciri penting. Pertama, kebijakan publik selalu memiliki tujuan. Kedua, kebijakan 

ini berbentuk rangkaian aktivitas yang teratur dan saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Ketiga, kebijakan publik berkaitan langsung dengan apa yang 

benar-benar dilakukan pemerintah dalam suatu bidang. Keempat, kebijakan publik 

dapat berupa tindakan positif melalui program atau keputusan negatif ketika 

pemerintah memilih untuk tidak bertindak (Tresiana dan Duadji, 2017). Kebijakan 

publik merupakan aktivitas pemerintah yang dilakukan secara terarah untuk men-

capai tujuan tertentu, baik melalui tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak 

melakukan sesuatu. Kebijakan publik juga berperan sebagai instrumen utama 

pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan menyelesaikan persoa-

lan publik.  

 

Opini Charles O. Jones menjelaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari beberapa 

komponen utama, yaitu tujuan (goals) yang ingin dicapai, rencana (plans) sebagai 

langkah strategis, program (programs) sebagai bentuk pelaksanaan, keputusan (de-

cisions) sebagai penentu arah tindakan, serta dampak (effects) sebagai hasil dari 
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pelaksanaan kebijakan. Komponen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu proses yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Kebijakan 

selalu mengandung tujuan tertentu, diwujudkan melalui tindakan pemerintah, dapat 

bersifat positif maupun negatif, serta memiliki dasar hukum yang mengikat dalam 

pelaksanaannya (Kadji, 2015). 

 

Merujuk pada berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan serta dil-

aksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mencapai tujuan 

tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik ber-

fungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur kehidupan bersama, 

yang diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan seperti undang-undang, pera-

turan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan kepala 

daerah. 

 

2.2.1 Tingkatan Kebijakan Publik 

 

Menurut Bromley dalam Rachman (2020) kebijakan publik memiliki tiga tingkatan 

yang tersusun berdasarkan struktur kebijakan, yaitu tingkat kebijakan, tingkat or-

ganisasi, dan tingkat operasional. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, 

tingkat kebijakan dijalankan oleh lembaga legislatif serta yudikatif, tingkat organ-

isasi dijalankan oleh lembaga eksekutif, sedangkan tingkat operasional dijalankan 

oleh instansi pelaksana seperti dinas, organisasi, atau kementerian. Pada setiap 

level, kebijakan publik diwujudkan melalui pengaturan kelembagaan atau aturan 

hukum yang disesuaikan dengan hirarki yang berlaku. Pola interaksi menggam-

barkan hubungan antara pelaksana kebijakan di lapangan dengan kelompok sasa-

ran, yang memperlihatkan cara kebijakan dijalankan serta dampak yang dihasilkan. 

Kinerja kebijakan dalam periode tertentu akan dievaluasi untuk memberikan umpan 

balik pada setiap level kebijakan agar dapat dilakukan perbaikan atau penguatan. 

Proses kebijakan publik meliputi tahapan merencanakan, menetapkan, 

melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan. Evaluasi pada setiap tahapan men-

jadi krusial untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan 
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masyarakat dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan sosial 

maupun politik. 

 

Penetapan kebijakan publik berlangsung melalui proses yang terdiri dari berbagai 

tahap dan unsur penting. Menurut Jones dalam Sadhana (2011) menjelaskan bahwa 

proses kebijakan meliputi sebelas aktivitas yang dijalankan pemerintah, yaitu per-

sepsi atau definisi, penggabungan, pengorganisasian, perwakilan, penetapan 

agenda, perumusan, legitimasi, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, serta 

penghentian atau penyesuaian. Merujuk pada opini Suharno dalam Abdal (2015) 

bahwa kebijakan publik memiliki sejumlah karakteristik khusus: 

1. Kebijakan publik dipandang sebagai langkah yang memiliki tujuan, bukan seka-

dar tindakan yang tidak terencana atau kebetulan. Pada sistem politik modern, 

kebijakan publik merupakan aktivitas yang disusun dengan perencanaan matang. 

2. Pada dasarnya kebijakan adalah rangkaian tindakan yang saling terkait dan ter-

struktur, dibuat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pejabat pemerintah, bukan 

keputusan yang dibuat secara terpisah. Kebijakan tidak hanya tentang membuat 

undang-undang di suatu bidang, tetapi juga mencakup keputusan lain terkait 

pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut. 

3. Kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang benar-benar dilakukan pemerintah di 

suatu bidang tertentu. 

4. Kebijakan publik bisa bersifat baik atau buruk, termasuk keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak bertindak sama sekali dalam situasi di mana intervensi 

pemerintah sebenarnya sangat dibutuhkan. 

 

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

 

Pandangan Dunn (2000) dalam HR dkk (2021) langkah-langkah dirancang supaya 

kebijakan yang dihasilkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. proses 

penyusunan kebijakan publik dapat dibagi ke dalam beberapa kategori: 

1. Penyusunan Agenda 

Sesuai dengan pandangan Dunn (2000) bahwa penyusunan agenda dapat mem-

berikan informasi terkait kebijakan dengan mempertanyakan dasar-dasar asumsi 

dalam mendefinisikan suatu masalah dan memasuki tahap pembuatan kebijakan 
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melalui pengaturan agenda. Identifikasi masalah membantu menemukan asumsi 

yang tersembunyi, menganalisis sumber penyebab, merumuskan tujuan yang 

dapat dicapai, menggabungkan berbagai pandangan yang berbeda, serta secara 

bersama-sama merancang peluang kebijakan baru.  

2. Formulasi Kebijakan 

Perspeksitf (Dunn, 2000) mengemukakan bahwa tahap formulasi kebijakan, 

proses peramalan dapat memberikan pemahaman penting tentang isu-isu yang 

mungkin muncul di masa depan akibat pilihan yang diambil, termasuk keputusan 

untuk tidak bertindak. Peramalan membantu menilai berbagai kemungkinan 

masa depan, mengevaluasi dampak kebijakan yang sedang berjalan atau yang 

diusulkan, mengidentifikasi tantangan dalam mencapai tujuan, serta menilai po-

tensi dukungan politik terhadap berbagai alternatif kebijakan. Melalui perama-

lan, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih adaptif dan an-

tisipatif agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan dinamika sosial, 

ekonomi, dan politik yang terus berubah. 

3. Adopsi Kebijakan 

Pendapat (Dunn, 2000) tahap adopsi kebijakan memberikan informasi terkait 

keuntungan dan kerugian dari berbagai alternatif, yang dampaknya di masa de-

pan telah diprediksi melalui analisis. Informasi ini membantu pengambil kepu-

tusan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi berguna untuk menilai 

risiko dan ketidakpastian, mengidentifikasi dampak tambahan atau eksternalitas, 

menetapkan kriteria pengambilan keputusan, serta menentukan tanggung jawab 

administratif dalam implementasi kebijakan. Tahap ini memastikan bahwa kepu-

tusan yang diambil bersifat rasional, berbasis data, dan mampu memberikan 

hasil kebijakan yang efektif serta berkelanjutan bagi kepentingan publik. 

4. Implementasi Kebijakan 

Seperti yang dijelaskan Suharno (2013), pelaksanaan kebijakan secara konven-

sioal diatur oleh negara melalui lembaga-lembaga pemerintah, karena pelaksa-

naan kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam men-

jalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat. Prak-

tiknya menunjukkan bahwa keragaman pelaksanaan kebijakan dari segi bidang, 

target, dan kepentingan memaksa pemerintah memanfaatkan kewenangan 
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diskresinya untuk menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau 

dihindari. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, termasuk pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan keteguhan 

pelaksana, serta sikap target kebijakan. 

5. Evaluasi Kebijakan atau Penilaian Kebijakan 

Tahap implementasi kebijakan menandai peralihan dari keputusan ke tindakan 

nyata melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

Selaras dengan Suharno (2013), penilaian merupakan tahap penting dalam kese-

luruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan 

evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, tetapi juga membuka pelu-

ang baru untuk ikut serta dalam pembuatan dan analisis kebijakan. Penilaian ke-

bijakan berperan dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di 

masa mendatang agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

 

2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik 

 

Definisi dan konsep pelaksanaan kebijakan publik memiliki berbagai variasi. Van 

Meter dan Van Horn, dikutip oleh Fadillah dalam Abdal (2015), menjelaskan bahwa 

pelaksanaan kebijakan adalah “proses menjalankan dan mengendalikan arah tinda-

kan kebijakan hingga tujuan kebijakan tercapai”. Mereka merumuskan proses 

pelaksanaan kebijakan sebagai “tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok 

publik (atau swasta) yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan sebelumnya”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok dari pemerintahan dan sektor swasta, dengan fokus pada pen-

capaian tujuan dan target yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Keber-

hasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi, konsistensi, dan komit-

men dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan. 

 

Opini Charles O. Jones yang dikutip dalam Abdal (2015), mengemukakan teori 

pelaksanaan kebijakan yang mencakup tiga aktivitas utama yang sangat penting da-

lam kebijakan publik: pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas 
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pertama, pengorganisasian, dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kebijakan 

dengan mengatur atau menata sumber daya, unit, dan metode agar program dapat 

berjalan efektif. Aktivitas kedua, penafsiran, melibatkan pelaksana kebijakan dalam 

memahami program sehingga dapat dijadikan rencana dan arahan yang jelas, dapat 

diterima, serta dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ketiga, penerapan, mencakup 

pelaksanaan prosedur rutin, layanan, pembayaran, dan kegiatan operasional lainnya 

oleh para pelaksana kebijakan. 

 

Ujar Budi Winarno dalam Pramono (2020) implementasi kebijakan merupakan 

rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu-individu di pemerintahan maupun 

pihak swasta (kelompok) untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan sebelumnya. Sesuai pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul 

Sabatier, juga dikutip dalam Pramono (2020), menyebutkan bahwa implementasi 

adalah proses untuk mengevaluasi apa yang terjadi setelah suatu program atau ke-

bijakan diterapkan. Inti dari implementasi mencakup berbagai kegiatan dan ke-

jadian yang muncul setelah regulasi kebijakan disetujui, baik berupa upaya admin-

istratif untuk melaksanakannya maupun dampak langsung yang dirasakan masyara-

kat, sehingga implementasi dapat dipahami sebagai jembatan penting antara formu-

lasi kebijakan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. 

 

Berbagai pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi ke-

bijakan merupakan aktivitas pemerintah yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik. Pelaksanaannya cenderung 

tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang be-

ragam, membutuhkan penjabaran aturan yang bersifat umum ke dalam tindakan 

yang dapat diterapkan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan 

sumber daya, koordinasi antar pelaksana, dan kondisi lingkungan kebijakan. 

 

2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik 

 

Pelaksanaan kebijakan akan lebih jelas jika dianalisis dengan menggunakan model 

tertentu. Model yang dipilih akan memberikan pemahaman mengenai suatu objek, 

kondisi, serta proses, yang akan membantu dalam menilai apakah kebijakan 
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tersebut efektif atau tidak (Nirwanasari dkk, 2021). Ada beberapa pandangan dari 

para ahli mengenai model implementasi kebijakan sebagai berikut: 

 

1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III 

 

Berdasar pemikian Edward III (1980) dalam Sari (2023) bahwa pelaksanaan ke-

bijakan adalah tahap yang sangat penting karena tanpa persiapan dan perencanaan 

yang baik, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Keberhasilan implementasi 

kebijakan, menurut Edward III (1980), ditentukan oleh empat faktor utama yang 

saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi, yang 

masing-masing dapat memengaruhi satu sama lain sebagaimana tergambar pada 

ilustrasi berikut: 

 

Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III 

Sumber: Sari (2023) 

 

Sebagaimana Edward III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: 

1) Komunikasi, menjadi indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan publik ka-

rena berhubungan langsung dengan tercapainya tujuan kebijakan. Hubungan 

komunikasi yang baik antara pelaksana program dan kelompok sasaran sangat 

diperlukan. Pelaksana harus memahami tugas mereka, sementara tujuan ke-

bijakan perlu disampaikan secara jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan. 

2) Sumber daya, berperan besar dalam menunjang keberhasilan implementasi. Wa-

laupun isi kebijakan telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten, kekurangan 

sumber daya akan menghambat efektivitasnya. Pelaksanaan kebijakan 
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membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik tenaga kerja, kom-

petensi pelaksana, maupun pendanaan. 

3) Disposisi atau sikap pelaksana, mencerminkan komitmen, profesionalitas, dan 

sikap demokratis dari pihak yang melaksanakan kebijakan. Sikap positif para 

pelaksana akan mendukung kelancaran implementasi, sedangkan sikap yang 

bertentangan dengan arah kebijakan dapat menghambat jalannya proses.  

4) Struktur birokrasi, sebagai pengaturan organisasi yang bertanggung jawab atas 

implementasi kebijakan memiliki peran besar. Salah satu elemen penting dalam 

struktur birokrasi adalah SOP yang berfungsi sebagai pedoman pelaksana dalam 

menjalankan tugas dengan terarah. 

 

2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones 

 

Persepsi Jones (1984) dalam Sari (2023) implementasi kebijakan merupakan 

rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjalankan sebuah program. Implemen-

tasi dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan program agar 

memberikan dampak yang diharapkan. Tiga pilar utama yang menjadi dasar dalam 

implementasi kebijakan meliputi organisasi, interpretasi, dan penerapan. Pema-

haman terhadap ketiga pilar tersebut sangat penting karena mampu menentukan se-

jauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 
 

Gambar 7. Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O. Jones 

Sumber: Sari (2023) 
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1) Pilar organisasi 

Pilar organisasi merujuk pada upaya dalam membangun struktur, menyiapkan 

sumber daya, serta menentukan cara pelaksanaan dan pengarahan program agar 

berjalan sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang telah ditetap-

kan. Pilar ini memiliki keterkaitan erat dengan birokrasi, karena setiap aktivitas 

membutuhkan peran birokrasi untuk menjembatani komunikasi antara pengam-

bil keputusan dan pelaksana kebijakan (HR dkk., 2021). Keberadaan organisasi 

bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menjalankan program yang telah 

dirancang. Jones (1984) menekankan bahwa aktivitas organisasi dalam pelaksa-

naan kebijakan meliputi penetapan unit-unit kerja, pembagian tanggung jawab 

di antara unit organisasi, serta pengelolaan SDM, dan fasilitas. 

 
2) Pilar Interpretasi  

Pandangan Jones (1984) dalam Sari (2023), pilar interpretasi mencakup proses 

penyampaian penjelasan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dengan bahasa 

yang sederhana agar mudah dipahami. Penjelasan ini dimaksudkan supaya mak-

sud kebijakan dan cara pelaksanaannya benar-benar jelas. Tujuan utama dari pi-

lar interpretasi adalah memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tar-

get dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 
3) Pilar Penerapan/ Aplikasi 

Pemikiran Jones (1984) dalam Sari (2023) menyebutkan bahwa pilar aplikasi 

merupakan serangkaian langkah untuk merealisasikan kebijakan berdasarkan 

rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang ditentukan. Proses penerapan mem-

butuhkan SOP yang jelas agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. SOP juga berperan sebagai pedoman bagi pelaksana dalam me-

mahami apa yang harus dilakukan, untuk tujuan apa, serta bagaimana cara me-

nyelesaikannya. 
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3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Meter dan Carl Van 

Horn 

 

Pemahaman Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Sari (2023) menguraikan enam 

elemen yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemahaman atas 

keenam elemen ini penting karena menjadi acuan bagi pemerintah dalam 

merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. 

 

Gambar 8. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van 

Horn 

Sumber: Sari (2023) 

 

1) Standar, tujuan, dan sasaran kebijakan 

Standar, tujuan, dan sasaran harus dirumuskan secara jelas agar dapat dijalankan 

dengan baik. Ketidakjelasan dalam standar maupun sasaran berpotensi men-

imbulkan beragam penafsiran dan konflik di antara pelaksana. 

 
2) Sumber daya 

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan yang memadai, baik dari sisi 

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. 
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3) Sikap dan kecenderungan pelaksana 

Penerapan program sering kali menuntut kolaborasi dan dukungan dari lembaga 

lain. Kerja sama dan koordinasi antarinstansi menjadi hal penting untuk men-

capai keberhasilan. 

 
4) Karakteristik pelaksana 

Ciri pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma yang berlaku, serta pola in-

teraksi dalam birokrasi, yang semuanya berpengaruh terhadap implementasi ke-

bijakan. 

 
5) Faktor lingkungan (ekonomi, sosial, politik) 

Indikator ini meliputi dukungan sumber daya ekonomi di lingkungan sekitar, 

peran kelompok kepentingan, sikap masyarakat yang bisa mendukung atau me-

nolak, kondisi opini publik, serta dukungan dari elit politik terhadap pelaksanaan 

kebijakan. 

 
6) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 

Tujuan dan target yang jelas tidak akan memiliki arti tanpa komunikasi yang 

baik di antara para pelaksana. Menurut analisis Van Meter dan Van Horn (1975), 

kesuksesan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan kestabilan dalam 

menyampaikan tujuan, indikator, serta target kebijakan. Hubungan dan ko-

laborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dapat mengurangi kemung-

kinan terjadinya kesalahan. 

 

Merujuk pada tiga model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan, penelitian 

ini menggunakan model implementasi menurut Charles O. Jones sebagai kerangka 

utama analisis. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang 

sistematis mengenai bagaimana kebijakan dijalankan melalui tiga tahapan utama, 

yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Ketiga pilar tersebut dinilai paling rel-

evan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan PBG di Kota Bandar Lampung, ka-

rena menekankan keterpaduan antara struktur birokrasi, pemahaman pelaksana, 

serta praktik implementasi di lapangan. Model ini juga dianggap menyeluruh dalam 

menggambarkan hubungan antar unsur pelaksana kebijakan, sehingga sesuai untuk 

menjawab fokus penelitian terkait pelaksanaan kebijakan PBG pada fungsi hunian. 
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Melalui penggunaan model ini, peneliti dapat menelaah hubungan antara peran lem-

baga pelaksana, pemahaman terhadap kebijakan, dan penerapan teknis di lapangan 

dalam pelaksanaan PBG. 

 

2.4 Tinjauan PBG 

 

PBG adalah izin resmi yang diberikan kepada pemilik untuk mendirikan bangunan 

baru, melakukan perubahan, memperluas, memperkecil, maupun merawat 

bangunan yang sudah ada dengan tetap berpedoman pada standar teknis bangunan. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan 

UU Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung. PBG memiliki tujuan un-

tuk memberikan perlindungan kepada setiap orang agar memperoleh keadilan da-

lam hak dan kewajiban pada proses pembangunan. PBG juga berfungsi sebagai 

langkah antisipatif terhadap percepatan pembangunan perumahan maupun sarana 

fisik lainnya melalui penerapan peraturan daerah. Upaya tersebut ditujukan agar 

tercipta kondisi lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serta memiliki nilai keinda-

han (Alfiansyah, 2020). 

 

Pemerintah mengatur persoalan bangunan gedung melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Regulasi 

tersebut menetapkan fungsi bangunan, persyaratan yang wajib dipenuhi, penye-

lenggaraan pembangunan, serta hak dan kewajiban pemilik maupun pengguna pada 

setiap tahap pengelolaan. Aturan ini juga mencakup ketentuan mengenai keterli-

batan masyarakat, mekanisme pengawasan oleh pemerintah, serta sanksi yang 

diberlakukan (Anwar, 2024). Seluruh isi dan tujuan regulasi dalam undang-undang 

tersebut didasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, keseimbangan, serta kesera-

sian antara bangunan dengan lingkungan sekitar demi kepentingan masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Penerapan undang-undang ini 

mewajibkan setiap aktivitas yang berkaitan dengan bangunan, baik pembangunan 

maupun pemanfaatannya, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, 

maupun pihak asing, untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Bangunan Gedung (Sutedi, 2015). 
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2.4.1 Fungsi PBG  

 

Pemikiran Anwar (2024) fungsi PBG terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu: 

 
1. Aspek Teknis Perkotaan 

PBG memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan, 

mengarahkan, dan merencanakan pembangunan hunian sesuai dengan potensi 

serta prioritas yang tercantum dalam rencana tata kota. Setiap kegiatan pem-

bangunan di wilayah perkotaan wajib memiliki PBG dan pelaksanaannya harus 

mengikuti persetujuan dari dinas teknis terkait. Melalui mekanisme perizinan 

tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menata pembangunan infra-

struktur dan unsur perkotaan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai 

instansi yang berkepentingan. Keberadaan izin tersebut juga memastikan pena-

taan kota dapat dilakukan secara tepat sekaligus mendukung integrasi dalam 

pelaksanaan proyek pembangunan perkotaan. 

 
2. Aspek Kepastian Hukum 

PBG memiliki makna penting sebagai cara bagi pemerintah untuk mengawasi 

dan mengendalikan pembangunan perumahan. Pembangunan gedung dapat 

menjadi landasan dalam pengaturan serta perencanaan perumahan di waktu yang 

akan datang. 

 

2.4.2 Tujuan PBG 

 

Tujuan PBG berkaitan dengan upaya menjaga kepentingan pemerintah maupun 

masyarakat terhadap hak atas tanah. Sistem perizinan ini memungkinkan pembuat 

undang-undang mencapai sejumlah tujuan penting (Mandasari, 2023), yaitu: 

1. Mengarahkan atau mengendalikan berbagai kegiatan tertentu. 

2. Mengurangi potensi kerusakan lingkungan. 

3. Memberikan perlindungan terhadap objek-objek tertentu. 

4. Mendistribusikan barang, lahan, atau area yang sifatnya terbatas. 
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2.4.3 Manfaat PBG 

 

PBG berperan penting dalam mewujudkan tata lingkungan yang tertata rapi serta 

membangun keharmonisan antara lingkungan dan manusia sebagai pengelola la-

han. Banyak ditemukan bangunan atau properti tanpa izin yang akhirnya dibongkar 

karena berdiri di atas tanah yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan. Manfaat 

dari adanya PBG (Anwar, 2024), yaitu: 

1. Menjamin pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana teknis dan 

tata ruang wilayah. 

2. Memudahkan pengendalian dan pengawasan bangunan berdasarkan fungsi 

serta keselarasan dengan lingkungan. 

3. Memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan. 

4. Mendukung berbagai keperluan administratif, seperti pengajuan kredit, perizi-

nan usaha, serta transaksi jual beli atau sewa. 

5. Berperan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui 

peningkatan PAD. 

 

Keberadaan PBG memberikan sejumlah manfaat penting. Menurut Sutedi (2015) 

keuntungan yang dapat diperoleh dari PBG antara lain: 

 
1. Pembinaan 

Setiap pembangunan memerlukan arahan agar sesuai dengan aturan. PBG ber-

fungsi sebagai sarana bagi lembaga berwenang untuk memberikan bimbingan 

kepada individu maupun organisasi dalam mendirikan bangunan secara benar 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
2. Pengaturan 

Bangunan harus tertata agar tercipta keteraturan. Proses pembangunan wajib 

memperhatikan berbagai aturan, seperti jarak bangunan dengan jalan, proporsi 

ruang terbuka, serta aspek teknis lainnya. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, 

bangunan akan berkembang secara acak dan mengabaikan prinsip penataan ru-

ang. 
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3. Pengendalian 

Seluruh pembangunan perlu diawasi agar tidak menyalahi aturan. Bangunan bisa 

saja muncul di area yang tidak semestinya, misalnya ruang terbuka hijau yang 

dialihfungsikan menjadi rumah tinggal, jika tidak ada kontrol. Laju pem-

bangunan yang terlalu cepat juga berpotensi menimbulkan dampak negatif ter-

hadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung menegaskan peran PBG sebagai instrumen pengendalian melalui pasal 

6, 7, 35, 39, 40, dan 41 yang mewajibkan setiap pemilik bangunan memiliki PBG 

dalam proses penyelenggaraan bangunan. 

 

2.4.4 Peran RTBL dalam Pengendalian Pembangunan Melalui PBG 

 

RTBL merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berfungsi se-

bagai pedoman perancangan kawasan sekaligus dasar pertimbangan teknis dalam 

pelaksanaan PBG. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 Tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2026 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, RTBL diartikan se-

bagai panduan rancang bangun kawasan yang memuat program bangunan dan ling-

kungan, rencana umum beserta panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan 

pengendalian rencana, serta pedoman pengendalian pelaksanaan. Ketentuan terse-

but menunjukkan bahwa RTBL berfungsi sebagai perangkat operasional yang 

menghubungkan kebijakan tata ruang dengan implementasi pembangunan di ting-

kat kawasan. 

 

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 

Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung menegaskan bahwa pem-

bangunan gedung wajib memperhatikan RTRW maupun rencana teknik ruang ka-

bupaten/kota serta RTBL. Ketentuan ini menempatkan RTBL sebagai bagian dari 

persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang harus dipenuhi dalam proses pen-

erbitan PBG. Pemerintah daerah menjadikan RTBL sebagai acuan dalam 

melakukan verifikasi teknis untuk memastikan kesesuaian fungsi, klasifikasi, inten-

sitas, dan bentuk bangunan dengan peruntukan ruang serta karakteristik kawasan. 
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Muatan RTBL mencakup empat komponen utama, yaitu (1) program bangunan dan 

lingkungan, (2) rencana umum dan panduan rancangan, (3) rencana investasi, (4) 

ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pelaksanaan. Program bangunan dan 

lingkungan merupakan penjabaran peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam 

RTRW dan RDTR, termasuk kebutuhan ruang terbuka hijau serta prasarana ling-

kungan. Rencana umum dan panduan rancangan mengatur peruntukan lahan mikro, 

sistem sirkulasi, perpetakan, rencana tapak, aksesibilitas, dan tampilan visual 

bangunan. Rencana investasi memberikan arahan pembiayaan dalam jangka pen-

dek, menengah, dan panjang. Ketentuan pengendalian rencana berfungsi sebagai 

dasar prosedural dalam perizinan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan 

(Environesia.co.id, 2022). 

 

Pelaksanaan pengendalian pembangunan melalui PBG menempatkan RTBL se-

bagai instrumen evaluatif terhadap kesesuaian rencana bangunan dengan daya 

dukung kawasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial-kependudukan, potensi 

pertumbuhan ekonomi, kondisi fisik dan lingkungan, legalitas lahan, kapasitas 

prasarana, serta nilai historis kawasan. Pendekatan komprehensif ini memung-

kinkan pemerintah daerah memastikan bahwa pembangunan yang diajukan tidak 

hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip 

keberlanjutan dan karakter wilayah. Kedudukan RTBL memiliki keterkaitan erat 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur bahwa fungsi dan 

klasifikasi bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasi berdasarkan rencana 

tata ruang. Penguatan pengaturan tersebut tercermin dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan mekanisme PBG sebagai instrumen pen-

gendalian penyelenggaraan bangunan gedung. Kerangka regulasi tersebut menun-

jukkan adanya integrasi antara penataan ruang dan pengendalian bangunan dalam 

satu sistem kebijakan. 

 

Penerapan RTBL di Kota Bandar Lampung memiliki landasan dalam Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2021-2041. RTRW berfungsi sebagai pedoman penyusunan RDTR 

dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan RTBL menjadi penjabaran lebih 
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rinci pada skala kawasan, termasuk kawasan hunian. Pengaturan tersebut diarahkan 

untuk mewujudkan pembangunan kota yang serasi, seimbang, serta berkelanjutan 

sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

 

Pelaksanaan PBG yang terintegrasi dengan SIMBG mendukung proses verifikasi 

kesesuaian rencana bangunan dengan ketentuan RTBL secara digital. Sistem ini 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan per-

izinan. Pemanfaatan RTBL dalam mekanisme tersebut memperkuat pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong kepatuhan masyarakat ter-

hadap ketentuan tata ruang dan tata bangunan. Peran RTBL dalam pengendalian 

pembangunan hunian di Kota Bandar Lampung menunjukkan implikasi strategis 

terhadap kualitas tata ruang kota. Pengaturan yang berbasis pada RTBL memung-

kinkan pemerintah daerah memastikan setiap bangunan memenuhi standar teknis, 

estetika, dan fungsi ruang sesuai karakter kawasan. Penerapan ini berkontribusi 

pada terciptanya tata kota yang tertib, berkelanjutan, serta berorientasi pada kese-

jahteraan masyarakat perkotaan (Environesia.co.id, 2022).  

 

2.4.5 Sanksi Administratif dan Pembongkaran Paksa terhadap Bangunan 

Tanpa PBG  

 

Pelaksanaan kebijakan PBG menetapkan adanya sanksi bagi pemilik bangunan 

yang tidak memiliki izin tersebut. Atas dasar Peraturan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 9, bangunan yang didirikan tanpa PBG dikenai sanksi 

administratif secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan 

pembangunan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan. Ketentuan ini 

berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum agar setiap pembangunan memen-

uhi aspek teknis dan administratif sesuai regulasi yang berlaku. Pengaturan tersebut 

sejalan dengan Pasal 322 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang 

secara tegas mengatur bahwa pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung 

dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian semen-

tara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan pembangunan, hingga pem-

bongkaran bangunan gedung. 
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Penerapan sanksi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat da-

lam penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan legal. Dalam prak-

tiknya, tindakan penyegelan terhadap gerai komersial yang tidak memiliki PBG 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin konsisten dalam menegakkan 

aturan. Langkah tegas tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi 

juga bertujuan melindungi keselamatan masyarakat serta memastikan setiap 

bangunan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan dalam ketentuan pera-

turan perundang-undangan. 

 

2.5 Tinjauan Hunian 

 

Hunian didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2002 Tentang Bangunan Gedung sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal manusia. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap bangunan hunian wajib 

memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi 

penghuninya. Fungsi hunian mencakup kebutuhan dasar papan sekaligus aspek so-

sial dan budaya masyarakat. Peran strategis bangunan hunian terlihat dari kontri-

businya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

 

Fungsi hunian mencakup rumah tinggal yang berperan sebagai tempat manusia ber-

mukim sekaligus menjalani aktivitas kehidupannya. Setiap bangunan, termasuk ru-

mah tinggal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, wajib memenuhi persyaratan 

teknis yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan 

bagi penghuni dengan tetap memperhatikan keserasian tata ruang wilayah dan ling-

kungan sekitar guna menjaga keharmonisan serta keberlanjutan baik secara 

ekologis maupun sosial. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa kerangka pikir adalah 

gambaran konseptual yang menunjukkan hubungan antara teori dengan berbagai 

elemen yang dianggap sebagai masalah utama. Kerangka ini berfungsi sebagai ac-

uan bagi peneliti dalam mengidentifikasi serta merumuskan masalah, menetapkan 
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tujuan penelitian, dan menentukan langkah yang harus ditempuh guna memperoleh 

hasil sesuai harapan. Kerangka berpikir tersebut menjadi dasar yang digunakan da-

lam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Permasalahan dalam implementasi PBG pada hunian di Kota Bandar 

Lampung, antara lain: 

1. Kepatuhan masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban mem-

iliki PBG. 

2. Keterbatasan sosialisasi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Implementasi kebijakan menurut 

Charles O. Jones (1984) : 

1. Organisasi 

2. Interpretasi 

3. Penerapan/ Aplikasi 

Optimalnya implementasi PBG di Kota Bandar Lampung  

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2021 Tentang Bangunan Gedung 

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung dan Prasarana 

Bangunan Gedung di Kota Bandar Lampung 



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna 

menguraikan fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan deskriptif dipa-

hami sebagai rumusan masalah yang menuntun peneliti untuk menelaah seta meng-

gambarkan sisuasi sosial secara utuh, luas, dan rinci. Metode kualitatif dipahami 

sebagai upaya untuk menelusuri dan memahami makna di balik perilaku individu 

maupun kelompok, serta menggambarkan berbagai persoalan sosial atau kemanu-

siaan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dengan 

memanfaatkan berbagai teknik secara bersamaan, seperti triangulasi. Data yang di-

peroleh kemudian dianalisis dengan menitikberatkan pada pemaknaan, bukan untuk 

menghasilkan generalisasi yang bersifat luas (Sugiyono, 2023). Pemilihan metode 

kualitatif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh 

terhadap kondisi nyata di lapangan melalui penggalian informasi secara terbuka 

kepada para informan, sehingga realitas yang terjadi dapat dijelaskan secara kom-

prehensif. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan PBG pada 

hunian, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

memengaruhi implementasinya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, ob-

servasi lapangan, serta dokumen resmi yang relevan. Penelitian kualitatif 

menekankan analisis terhadap proses, makna, dan dinamika kebijakan dengan 

menggunakan landasan teori sebagai kerangka analisis agar temuan yang diperoleh 

selaras dengan fakta empiris di lapangan (Fiantika dkk, 2022).Pendekatan ini mem-

berikan gambaran faktual mengenai bagaimana kebijakan PBG dijalankan serta tan-

tangan yang dihadapi dalam praktik pelayanan perizinan hunian di Kota Bandar 

Lampung. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan PBG di Kota Bandar Lam-

pung, khususnya pada bangunan hunian, dengan menggunakan perspektif teori 

Charles O. Jones yang menekankan tiga aktivitas pokok, yaitu: 

1. Organisasi 

Menganalisis kelembagaan yang berperan dalam implementasi kebijakan PBG 

pada fungsi hunian di Kota Bandar Lampung. Kajian mencakup struktur organ-

isasi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan 

prasarana pelayanan. 

 
2. Interpretasi 

Menelaah regulasi PBG dan diterjemahkan oleh pelaksana kebijakan ke dalam 

prosedur teknis dan standar operasional pelayanan. Kajian mencakup pema-

haman aparatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan 

SOP, serta upaya penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk pem-

anfaatan sistem SIMBG sebagai media pelayanan berbasis elektronik. 

 
3. Penerapan/ Aplikasi 

Mengamati pelaksanaan kebijakan PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung. 

Pengamatan meliputi proses pelayanan administrasi melalui SIMBG, 

mekanisme penerbitan PBG, tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin 

sebelum mendirikan rumah tinggal, serta kendala administratif dan teknis yang 

dihadapi selama proses implementasi.  

 

Hal lain yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang 

menjadi penghambat serta faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan 

PBG pada fungsi hunian di Kota Bandar Lampung. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk 

memperoleh data serta gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam menjawab per-

masalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilakukan di DPMPTSP Kota Ban-

dar Lampung dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung yang 
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beralamat di Jalan Diponegoro, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung 

memiliki perkembangan pembangunan yang cukup pesat, terutama pada sektor pe-

rumahan dan permukiman. Posisi kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, 

dan jasa mendorong meningkatnya kebutuhan akan bangunan hunian dari waktu ke 

waktu. Kondisi ini menuntut adanya penerapan kebijakan PBG yang lebih optimal 

agar setiap pembangunan sesuai dengan kebijakan, tertib administrasi, serta men-

dukung tata ruang kota. DPMPTSP Kota Bandar Lampung merupakan lokasi 

peneliti saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), sehingga secara tidak 

langsung peneliti telah melakukan observasi awal terhadap penerapan PBG. 

 

3.4 Jenis Sumber Data 

 

Pandangan Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menjadi ru-

jukan untuk memperoleh informasi. Data tambahan juga dapat berupa dokumen 

atau sumber lain yang relevan. Sumber data mencakup kata-kata atau pernyataan 

yang diperoleh dari dokumen terkait maupun dari informan yang diwawancarai 

(Nasaruddin, 2023). Sumber data yang peneliti gunakan meliputi: 

 
1. Data Primer 

Data utama diperoleh melalui observasi lapangan yang dilakukan dengan teknik 

wawancara kepada sejumlah narasumber yang dipilih menggunakan purposive 

sampling. Penentuan narasumber didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait pelaksanaan ke-

bijakan PBG. Narasumber tersebut berasal dari DPMPTSP Kota Bandar Lam-

pung serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Proses 

wawancara dilaksanakan secara langsung maupun melalui media daring seperti 

WhatsApp, dengan menyesuaikan ketersediaan waktu narasumber. 

 
2. Data Sekunder 

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diambil dari dokumen 

resmi, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, 

laporan pelaksanaan PBG, serta dokumen administratif lainnya yang didapat dari 
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DPMPTSP Kota Bandar Lampung dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Bandar Lampung. Data sekunder ini bertujuan untuk mendukung analisis dan 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan ke-

bijakan PBG. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, karena bagian utama dari penelitian ada pada proses mendapatkan infor-

masi. Seorang peneliti tidak akan bisa memperoleh data yang sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan jika tidak mengerti cara mengumpulkan data (Sugiyono, 

2023). Berikut disajikan teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang diperlukan: 

1. Wawancara 

Pendapat Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa wa-

wancara merupakan suatu proses komunikasi antara dua individu yang saling 

bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, se-

hingga tercipta pemahaman tentang suatu topik spesifik. Peneliti bisa mendapat-

kan informasi yang lebih mendalam dari responden tentang keadaan dan fenom-

ena yang terjadi, informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dengan pengama-

tan, sebagaimana diungkapkan oleh Stainback dalam Sugiyono (2023). Wa-

wancara juga membantu peneliti menggali pandangan, pengalaman, serta per-

sepsi narasumber secara lebih personal dan kontekstual guna memperkuat ke-

absahan data penelitian.  

 

 

Proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui wa-

wancara mendalam sebagai bentuk interaksi langsung antara peneliti dan in-

forman yang relevan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pen-

jelasan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan PBG pada fungsi hunian di 

Kota Bandar Lampung, baik dari sisi aparatur pelaksana maupun masyarakat se-

bagai pemohon. Wawancara ditujukan kepada aparatur pada Dinas Perumahan 

dan Permukiman serta DPMPTSP Kota Bandar Lampung yang terlibat langsung 
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dalam proses pelayanan PBG, serta masyarakat dengan kriteria: sedang mengu-

rus PBG, pernah mengurus IMB dan saat ini sedang mengurus PBG, serta 

masyarakat yang pernah membangun rumah tinggal namun tidak mengurus 

PBG. Kriteria tersebut ditetapkan untuk memperoleh gambaran yang lebih kom-

prehensif mengenai tingkat pemahaman, pengalaman, dan kepatuhan masyara-

kat terhadap kebijakan perizinan bangunan. Pedoman wawancara disusun ber-

dasarkan kebutuhan data penelitian agar pembahasan tetap terarah dan relevan 

dengan fokus kajian. Peneliti menyusun pedoman wawancara berdasarkan fokus 

penelitian yang mencakup aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan ke-

bijakan PBG, sehingga pertanyaan yang diajukan tetap terarah namun mem-

berikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman 

secara terbuka. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan untuk memahami proses implementasi kebijakan PBG, kendala 

yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya di lapangan. 

 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

 

No 
Nama In-

forman 
Jabatan 

Waktu Wa-

wancara 
Data yang Diperoleh 

1. Bapak 

Ario Dis-

stefano 

Renato, 

S.H., 

M.H. 

Fungsional Pe-

nata Ahli Muda 

Perumahan dan 

Tata Bangunan 

Dinas Pe-

rumahan dan 

Permukiman 

Kota Bandar 

Lampung 
 

Selasa, 27 

Januari 

2026, Pukul 

12.05 

Menjelaskan pelaksanaan 

kebijakan PBG, termasuk 

prosedur pelayanan, sosial-

isasi kepada masyarakat, 

serta kendala yang 

dihadapi dalam implemen-

tasinya. 

2. Ibu Maula 

Qori Zia 

Tim Sekretariat 

SIMBG Dinas 

Perumahan dan 

Permukiman 

Kota Bandar 

Lampung 

Selasa, 27 

Januari 

2026, Pukul 

14.45 

Menyampaikan pelaksa-

naan kebijakan PBG, ter-

masuk prosedur pelayanan, 

sosialisasi kepada 

masyarakat, serta kendala 

yang dihadapi dalam im-

plementasinya. 
 

3. Bapak 

Rully No-

vardian H, 

S.T., 

M.M. 

Fungsional Pe-

nata Ahli Muda 

Penata Perizinan 

Tata Ruang dan 

Bangunan 

Rabu, 28 

Januari 

2026, Pukul 

11.39 

Menjelaskan pelaksanaan 

kebijakan PBG, termasuk 

prosedur pelayanan, sosial-

isasi kepada masyarakat, 

serta kendala yang 
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No 
Nama In-

forman 
Jabatan 

Waktu Wa-

wancara 
Data yang Diperoleh 

DPMPTSP Kota 

Bandar Lam-

pung 
 

dihadapi dalam implemen-

tasinya. 

 

 

4. Bapak 

Ibnu Fer-

nando, 

S.T. 

 

Staf Pelaksana 

Perizinan Tata 

Ruang dan 

Bangunan 

DPMPTSP Kota 

Bandar Lam-

pung 
 

Jumat, 30 

Januari 

2026, Pukul 

10.41 

Menyatakan pelaksanaan 

kebijakan PBG, termasuk 

prosedur pelayanan, sosial-

isasi kepada masyarakat, 

serta kendala yang 

dihadapi dalam implemen-

tasinya. 

5. Ibu Badri-

jah 

Masyarakat Selasa, 03 

Februari 

2026, Pukul 

10.10 

Menyampaikan pengala-

man dan pandangan yang 

beragam terkait penyeleng-

garaan PBG pada hunian di 

Kota Bandar Lampung. 
 

6. Bapak 

Mujianto 

Masyarakat Selasa, 03 

Februari 

2026, Pukul 

14. 20 

Menyampaikan pengala-

man dan pandangan yang 

beragam terkait penyeleng-

garaan PBG pada hunian di 

Kota Bandar Lampung. 
 

7. Bapak 

Andre 

Masyarakat Selasa, 03 

Februari 

2026, Pukul 

16.30 

Menyampaikan pengala-

man dan pandangan yang 

beragam terkait penyeleng-

garaan PBG pada hunian di 

Kota Bandar Lampung. 

Sumber. Diolah oleh peneliti, 2025 

 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian dipahami sebagai aktivitas mengamati dan mencatat 

secara sistematis berbagai gejala yang muncul pada objek penelitian (Zuriah, 

2009). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusuma dkk (2021) observasi 

menjadi salah satu tahapan terpenting dalam proses pengumpulan informasi. Na-

sution dalam Sugiyono (2023) menegaskan bahwa observasi merupakan dasar 

dari seluruh ilmu pengetahuan. Peneliti melaksanakan observasi terkait imple-

mentasi PBG di DPMPTSP Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini mencakup 

pengamatan terhadap proses konsultasi pemohon, alur pelayanan pembuatan 

PBG, hingga penyerahan dokumen PBG yang telah disahkan. Pelaksanaan ob-

servasi berlangsung selama 40 hari dalam rangkaian kegiatan Praktik Kerja 
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Lapangan (PKL), sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai penerapan 

kebijakan PBG. 

 

Tabel 3. Daftar Observasi Penelitian 

No Kegiatan Observasi Hasil 

1.  Pengamatan dilakukan pada tanggal 30 Juni 

2025 dengan mengamati petunjuk teknis 

bagi pemohon, dinas perizinan, dan dinas 

teknis melalui website SIMBG. Pada 

kegiatan ini diamati bagaimana alur pela-

yanan dan petunjuk teknis terkait proses 

permohonan PBG melalui website SIMBG. 

Fokus pengamatan mencakup informasi 

yang harus dipenuhi oleh pemohon, peran 

dinas perizinan, serta alur verifikasi oleh di-

nas teknis. Pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami standar prosedur resmi yang 

digunakan dalam pelayanan PBG. 
 

 

2.  Pencermatan dilakukan pada tanggal 15 Juli 

2025 terhadap banner di MPP tepatnya di 

front office dinas DPMPTSP dan 

DISPERKIM. Kegiatan ini mengamati me-

dia informasi berupa banner yang dipasang 

di MPP. Banner tersebut menjadi sarana 

edukasi bagi masyarakat yang datang ke 

MPP, berisi informasi umum mengenai ke-

tentuan PBG. Pengamatan ini bertujuan 

menilai ketersediaan dan kelayakan infor-

masi publik terkait PBG. 
 

   

3.  Peninjauan dilakukan pada tanggal 24 Juli 

2025 mengenai cara pegawai front office 

menyampaikan informasi terkait penguru-

san PBG. Pada kegiatan ini diamati 

bagaimana pegawai front office berinteraksi 

dengan masyarakat, khususnya dalam mem-

berikan penjelasan terkait proses penguru-

san PBG. Fokus pengamatan mencakup ket-

erampilan komunikasi, kejelasan informasi 

yang disampaikan, serta kecakapan pegawai 

dalam menjawab pertanyaan. Hal ini pent-

ing untuk menilai kualitas layanan langsung 

kepada pemohon. 
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No Kegiatan Observasi Hasil 

4.  Observasi dilakukan pada tanggal 30 Juli 

2025 dengan mengamati dokumen PBG 

yang telah diterbitkan. Kegiatan ini 

mengamati dokumen resmi PBG yang telah 

selesai diproses dan diterbitkan. Pengama-

tan meliputi struktur dokumen, kelengkapan 

data, tanda tangan pejabat yang berwenang, 

serta kesesuaian dokumen dengan ke-

tentuan yang berlaku. Tujuannya adalah 

memahami output akhir dari proses pela-

yanan PBG dan menilai apakah dokumen 

tersebut telah memenuhi standar admin-

istrasi. 

 

Sumber. Diolah oleh peneliti, 2025 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan rekaman dari peristiwa yang telah terjadi dan dapat berupa 

tulisan, gambar, atau karya penting dari individu (Sugiyono, 2013). Dokumen-

tasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara serta 

observasi terkait implementasi PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung. 

Dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai da-

sar hukum PBG, peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur 

mekanisme retribusi serta penertiban bangunan, Undang-Undang tentang Pela-

yanan Publik sebagai landasan prinsip pelayanan, panduan penggunaan aplikasi 

SIMBG sebagai pedoman teknis operasional, serta SPT dari Dinas Perumahan 

dan Permukiman dan DPMPTSP Kota Bandar Lampung yang mengatur pemba-

gian tugas pelaksana kebijakan. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut ber-

fungsi untuk memberikan landasan normatif dan administratif dalam menjelas-

kan proses implementasi kebijakan secara faktual. 

 

Tabel 4. Dokumen 

 
No Dokumen Substansi 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2021 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung 
 

Peraturan ini mengatur standar teknis, per-

syaratan, dan prosedur pelaksanaan pem-

bangunan gedung, termasuk rumah ting-

gal, sebagai dasar hukum bagi penerapan 

PBG. 
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Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

 

 

 

 

No Dokumen Substansi 

2. Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah 

Peraturan ini menetapkan ketentuan pajak 

dan retribusi yang harus dipenuhi dalam 

proses pengurusan PBG sebagai bagian 

dari kewajiban administrasi pemilik hu-

nian. 
 

3. Peraturan Walikota Bandar 

Lampuno Nomor 17 Tahun 

2023 Tentang Tata Cara 

Penertiban Bangunan Gedung 

Dan Prasarana Bangunan 

Gedung Di Kota Bandar 

Lampung 
 

Peraturan ini menjelaskan mekanisme 

penertiban bangunan yang tidak memiliki 

PBG, termasuk langkah-langkah 

pengawasan dan sanksi administratif, un-

tuk memastikan kepatuhan terhadap pera-

turan PBG. 

4. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan 

Publik 
 

Ketentuan prinsip dan standar pelayanan 

publik, kewajiban penyelenggara layanan, 

serta hak masyarakat atas pelayanan yang 

transparan, akuntabel, dan berkualitas. 

5. Panduan Penggunaan Ap-

likasi SIMBG untuk dinas 

teknis, dinas perizinan, dan 

pemohon 

Panduan Penggunaan Aplikasi SIMBG 

berisi tata cara pengajuan, verifikasi, 

pemeriksaan teknis, hingga penerbitan 

PBG bagi dinas teknis, dinas perizinan, 

dan pemohon sebagai pedoman pelayanan 

berbasis sistem daring. 
 

6. Surat Perintah Tugas (SPT) 

Nomor 

600.1.2/385/III.04/2025 ten-

tang Pelaksanaan Tugas PBG 

Dinas Perumahan dan Per-

mukiman Kota Bandar Lam-

pung. 

Penugasan kepada tim teknis untuk 

melaksanakan pemeriksaan dan penilaian 

teknis PBG, termasuk verifikasi kes-

esuaian rencana bangunan dengan ke-

tentuan teknis serta rekomendasi hasil 

pemeriksaan sebagai dasar penerbitan 

persetujuan. 
 

7. Surat Perintah Tugas (SPT) 

Nomor 

800.1.11.1/176/III.16/2025 

tentang Pelaksanaan Tugas 

PBG di DPMPTSP Kota Ban-

dar Lampung. 

Penugasan kepada aparatur pelayanan un-

tuk melaksanakan proses administrasi 

permohonan PBG melalui sistem SIMBG, 

meliputi verifikasi kelengkapan berkas, 

koordinasi dengan dinas teknis, serta pen-

erbitan dokumen persetujuan sesuai ke-

tentuan yang berlaku. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan tahapan yang melibatkan pengumpulan serta penataan in-

formasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini 

dilakukan dengan cara mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok, 

mendetailkan menjadi unit-unit kecil, menghubungkan, menyusun pola, memilih 

elemen yang signifikan, dan menarik kesimpulan yang jelas bagi peneliti maupun 

pihak lainnya (Sugiyono, 2023). Proses ini bertujuan untuk menjelaskan lebih da-

lam mengenai implementasi kebijakan PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung, 

yang merupakan fokus dari penelitian ini. Model analisis interaktif yang dikemuka-

kan oleh Miles, Herbeman, dan Saldana (2014) terdiri dari empat tahap, yaitu: 

 

Gambar 10. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan 

Huberman 

Sumber: Miles et. al (2014) dalam Rizki (2022) 

 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan terhadap informan yang 

terlibat langsung dalam penyelenggaraan PBG, baik dari instansi pelaksana mau-

pun pihak masyarakat sebagai pemohon. Observasi dilakukan untuk mem-

peroleh gambaran faktual mengenai proses pelayanan dan mekanisme pelaksa-

naan kebijakan di lapangan. Dokumentasi diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, panduan pelaksanaan, serta arsip pendukung lainnya yang relevan 

dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan 

yang memuat deskripsi hasil temuan serta refleksi peneliti untuk membantu 

proses analisis selanjutnya. 
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2. Kondensasi Data (Data Condensation)  

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan transformasi data yang telah diperoleh dari catatan lapan-

gan. Informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi ke-

bijakan PBG pada hunian, faktor pendukung, dan faktor penghambat, diseleksi 

dan dikelompokkan sesuai kebutuhan analisis. Data yang memiliki keterkaitan 

dengan aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan kebijakan diprioritaskan 

untuk memperjelas pola temuan. Proses kondensasi ini bertujuan agar data men-

jadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam memahami inti permasalahan 

tanpa menghilangkan makna substantifnya 

 
3. Penyajian Data (Data Display)  

Data yang telah dikondensasi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif 

serta tabel atau matriks yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian dil-

akukan secara sistematis agar mempermudah peneliti dalam melihat hubungan 

antar kategori, menemukan pola, serta memahami dinamika implementasi ke-

bijakan PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung. Informasi yang disajikan 

tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sehingga tidak 

keluar dari konteks kajian. Penyusunan data secara terstruktur membantu mem-

perjelas gambaran umum hasil penelitian sebelum dilakukan penarikan kes-

impulan. 

 
4. Penarikan kesimpulan (Conclusion)  

Tahap ini dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk 

menemukan makna, pola keterkaitan, serta hubungan sebab-akibat dalam imple-

mentasi kebijakan PBG. Kesimpulan tidak ditetapkan secara langsung, tetapi 

melalui proses verifikasi berkelanjutan dengan meninjau kembali catatan lapan-

gan, membandingkan hasil wawancara, serta mencermati konsistensi data yang 

diperoleh. Diskusi dan refleksi terhadap temuan dilakukan untuk memastikan 

bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan fakta di lapangan. Proses ini 

bertujuan agar kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar empiris yang kuat dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merujuk pada sejauh mana kesesuaian antara data yang ditemukan 

dalam objek penelitian dan data yang bisa disajikan kepada peneliti Sugiyono 

(2023). Metode untuk memastikan keabsahan data meliputi: 

1. Uji kredibilitas, penggunaan triangulasi data berfungsi untuk menilai tingkat 

keandalan hasil penelitian agar dapat diterima. Sugiyono (2023) menyatakan 

bahwa triangulasi dalam uji keandalan mencakup proses pemeriksaan data yang 

berasal dari berbagai sumber dengan metode serta waktu yang berbeda. Metode 

ini mengombinasikan beragam pendekatan dalam pengumpulan informasi dan 

pemanfaatan sumber data yang telah tersedia. Pelaksanaan triangulasi dilakukan 

melalui beberapa cara, seperti: 

a. Triangulasi Sumber 

Uji data dilakukan dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari be-

berapa sumber. Data yang telah terkumpul dianalisis oleh peneliti untuk 

menghasilkan kesimpulan, kemudian dilakukan member check dari berbagai 

sumber berbeda guna memastikan kesesuaian hasil. Triangulasi sumber ber-

fungsi sebagai langkah konfirmasi ulang terhadap data dari informan melalui 

analisis dan penarikan kesimpulan hasil wawancara. 

b. Triangulasi Teknik 

Pengujian data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pada sumber 

yang sama. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi. Ketidaksesuaian hasil antar metode akan ditin-

daklanjuti melalui diskusi dengan sumber data agar diperoleh informasi yang 

paling akurat. 

c. Triangulasi Waktu 

Pengumpulan data melalui wawancara pada pagi hari ketika narasumber da-

lam kondisi optimal cenderung menghasilkan informasi yang lebih dapat di-

percaya. Pengecekan dilakukan kembali pada waktu atau situasi berbeda me-

lalui wawancara, observasi, maupun metode lain. Perbedaan hasil pengujian 

akan ditindaklanjuti dengan pengulangan proses hingga diperoleh data yang 

benar-benar valid. 
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2. Uji transferabilitas, pada titik ini, bisa dikatakan bahwa transferabilitas dari 

penelitian bergantung pada sejauh mana hasil penelitian bisa diterapkan dalam 

konteks serta keadaan sosial yang berbeda. Pembaca perlu mendapatkan gam-

baran dan pengetahuan tentang laporan penelitian tersebut. 

3. Uji dependabilitas, proses ini melakukan aktivitas audit terhadap proses peneliti-

aan yang berlangsung. Data penelitian tidak bisa dikatakan dependable jika 

peneliti tersebut tidak membuktikan telah melaksanakan proses penelitian secara 

nyata. 

4. Uji konfirmabilitas, tahapan ini akan melakukan transparansi dalam penelitian, 

sehingga peneliti akan menyatakan kepada khalayak banyak mengenai proses 

penelitiannya, lalu memberikan pihak lain kesempatan dalam menilai hasil 

temuannya. 

 

Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas sebagai satu-satunya teknik keabsahan 

data karena metode ini paling tepat untuk memastikan tingkat keandalan dan 

kebenaran informasi yang diperoleh di lapangan. Proses uji kredibilitas dilakukan 

melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, dengan tujuan menilai konsistensi 

serta keakuratan data dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan seperti 

wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pemilihan teknik ini didasari pada fokus 

penelitian yang menitikberatkan pada ketepatan dan keaslian data daripada aspek 

generalisasi atau penerapan pada konteks lain. Pada penelitian kualitatif, kredibili-

tas menjadi tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana data dapat dipercaya dan 

mencerminkan realitas sebenarnya. Penerapan uji kredibilitas dianggap telah me-

madai dalam menjamin keabsahan data tanpa perlu melibatkan uji keabsahan lain 

seperti transferabilitas, dependabilitas, atau konfirmabilitas. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Bagian ini menyajikan simpulan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

berdasarkan tujuan dan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 
1. Implementasi Kebijakan PBG pada Hunian di Kota Bandar Lampung 

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi kebijakan PBG 

pada hunian di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal meskipun 

telah menunjukkan sejumlah capaian pada tingkat kelembagaan, ditinjau dari 

tiga pilar teori implementasi Charles O. Jones sebagai berikut: 

 
1) Pilar Organisasi 

Mengacu pada hasil penelitian, struktur kelembagaan telah terbentuk 

dengan pembagian kewenangan yang jelas antara DISPERKIM sebagai 

dinas teknis dan DPMPTSP sebagai dinas perizinan, didukung bimbingan 

teknis dari Kementerian PUPR serta sarana prasarana yang memadai me-

lalui SIMBG dan MPP. Keterbatasan SDM Tim Sekretariat SIMBG yang 

hanya berjumlah 10 orang terkadang belum mampu mengimbangi pening-

katan volume permohonan, dan distribusi beban kerja belum diatur secara 

proporsional berdasarkan klasifikasi fungsi dan kompleksitas bangunan. 

 
2) Pilar Interpretasi 

Selaras dengan hasil penelitian, aparatur telah memahami dan menjalan-

kan regulasi, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis secara konsisten 

sehingga proses verifikasi dan penerbitan PBG berjalan dengan baik, akan 

tetapi dari tiga informan masyarakat yang diwawancarai, satu di antaranya 

belum memahami kewajiban PBG akibat keterbatasan sosialisasi dan 

perbedaan literasi digital. 
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3) Pilar Penerapan/ Aplikasi 

Berangkat dari hasil penelitian, prosedur kerja, program kerja, dan kedi-

siplinan aparatur telah berjalan sistematis. Penegakan di lapangan terbukti 

melalui pembongkaran bangunan ilegal di drainase Kelurahan Bakung dan 

penataan bantaran sungai Kecamatan Rajabasa, masih ditemukannya 

bangunan di atas badan kali Kelurahan Tanjung Agung Raya mengindi-

kasikan pengawasan belum optimal. Gangguan teknis SIMBG dan sosial-

isasi yang masih bersifat pasif turut menghambat efektivitas pelayanan. 

 
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan 

Kebijakan PBG pada Hunian di Kota Bandar Lampung 

Sejalan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi 

pelaksanaan kebijakan PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung, menunjuk-

kan bahwa: 

 
1) Faktor Pendukung 

Implementasi kebijakan PBG didukung oleh kejelasan regulasi berjenjang 

yaitu PP No. 16/2021, Perda No. 1/2024, dan Perwali No. 17/2023, sebagai 

landasan hukum yang terstruktur, komitmen aparatur dalam menjalankan 

tugas sesuai standar operasional, serta pemanfaatan SIMBG sebagai in-

strumen pelayanan terintegrasi yang memungkinkan koordinasi anta-

rinstansi berjalan transparan dan meminimalkan kesalahan administratif. 

 
2) Faktor Penghambat 

Implementasi kebijakan PBG terhambat oleh keterbatasan SDM Tim 

Sekretariat SIMBG yang terkadang belum mampu mengimbangi pening-

katan volume permohonan, gangguan teknis SIMBG berupa maintenance 

dan error yang berada di luar kendali pemerintah daerah sehingga berdam-

pak pada ketidakpastian waktu pelayanan, serta sosialisasi yang masih ber-

sifat pasif dan belum menjangkau kelompok masyarakat dengan keterbata-

san literasi digital. 
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5.2 Saran 

 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan 

PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung, saran yang dapat peneliti diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung 

Temuan penelitian menunjukkan Tim Sekretariat SIMBG hanya berjumlah 10 

orang dengan distribusi beban kerja yang belum proporsional, sehingga terka-

dang belum mampu mengimbangi peningkatan volume permohonan dis-

arankan menambah staf khususnya penilik bangunan perlu dilakukan. Sosial-

isasi yang selama ini bersifat pasif dan didominasi media digital perlu diperkuat 

melalui pengaktifan kembali media sosial secara berkelanjutan serta perluasan 

sosialisasi langsung hingga tingkat kelurahan melalui brosur bergambar dan 

pelibatan RT/RW agar menjangkau kelompok dengan keterbatasan literasi dig-

ital. 

 
2. Bagi DPMPTSP Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat masyarakat yang kesulitan 

menggunakan SIMBG akibat keterbatasan literasi digital sehingga baru 

mengetahui alur pengurusan PBG saat datang langsung ke loket. Penyediaan 

staf khusus di loket pelayanan yang membantu proses pengajuan secara lang-

sung diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan memu-

dahkan masyarakat dalam mengurus PBG. 

 
3. Bagi Kementerian PUPR 

Sejalan dengan temuan penelitian, gangguan teknis berupa maintenance dan 

error pada sistem SIMBG yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat 

menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki kendali langsung dalam pe-

nanganannya, sehingga berdampak pada ketidakpastian waktu pelayanan bagi 

pemohon. Sebaiknya infrastruktur dan stabilitas sistem SIMBG diperkuat, serta 

penyediaan mekanisme pelayanan alternatif saat sistem mengalami gangguan. 
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4. Bagi Masyarakat 

Sesuai dengan temuan penelitian, masih terdapat masyarakat yang mendirikan 

bangunan tanpa mengurus PBG akibat rendahnya pemahaman terhadap 

kewajiban perizinan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan dalam mengurus PBG sebelum mendirikan bangunan, mengingat 

kepemilikan PBG memberikan perlindungan hukum sekaligus mendukung ter-

tib tata ruang dan keselamatan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
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